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ABSTRACT

Control over land assets of PT. Kereta Api Indonesia (Persero) is based on
grondkaart. Grondkaart's position as a product in the past is still interpreted when
it is reviewed its application in the present. In Semarang City, the overlap between
community property rights and land assets of PT. KAI (Persero) which is based
on grondkaart with a decision in the form of cancellation of 56 (fifty six) HM
certificates. The research objective was to determine the position and legal
consequences of grondkaart. The method used in this juridical normative research
examines several statutory regulations and studies court decisions and empirical
juridical with the results of interviews. The results showed that the original
grondkaart could never be shown by PT. KAI and is always used as supporting
evidence in court. The conclusions of this study: 1). grondkaart in the AW era
1870 as evidence of ownership while the LoGA era was the basis for land tenure
rights. 2). The legal consequence of grondkaart is as a basis for physical
possession rights as a condition for the issuance of a certificate while in court
freekaart is one of the means of written evidence (Article 1866 of the Civil Code).

Keywords: grondkaart, evidence, land right basis.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah utama negara yang saat ini belum mendapatkan
penyelesaian secara tuntas adalah permasalahan mengenai tanah. Persoalan
mengenai tanah bermacam-macam serta berkaitan erat dengan kehidupan
karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah
memiliki arti secara sosial, psikologis, dan hukum bagi manusia. Arti tanah
secara sosial bagi masyarakat, yakni sebagai sumber penghidupan, tempat
tinggal dan secara psikologis bagi masyarakat sebagai tempat persemayaman
terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia serta secara hukum, tanah
menunjukkan adanya hubungan legalitas antara manusia dengan penguasaan
dan pemilikan.

Sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” maka jelas kiranya bahwa tanah
atau bumi harus digunakan dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat
termasuk hal di dalamnya untuk dikuasai oleh masyarakat di bawah
pengaturan oleh negara sehingga penguasaan dan pemilikan tanah oleh
masyarakat harus diatur sedemikian rupa untuk mendapatkan perlindungan
hukum demi kepentingan masyarakat banyak. Berdasarkan pengertian di atas
bahwa penguasaan dan pemilikan tanah harus dimanfaatkan secara
sebaik-baiknya dan harus diatur sedemikian pula termasuk di dalamnya
perlindungan hukum yang tetap dan pasti dari pemerintah dibuktikan dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria yang tertuang dalam Pasal 19 dan Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 4 ayat

).



Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah maka semakin
meningkat pula permasalahan atas tanah dikarenakan adanya
ketidakseimbangan antara jumlah tanah dan jumlah masyarakat. Permasalahan
akan tanah muncul tidak saja karena keadaan sekarang melainkan juga karena
keadaan di masa lalu yang muncul kembali. Banyaknya sengketa di bidang
pertanahan maka perlu adanya suatu langkah konkret mengenai jaminan
kepastian hukum perlindungan hak atas tanah.

Masalah penguasaan dan pemilikan di Indonesia harus dipahami bahwa
penguasaan dapat digunakan secara fisik maupun secara yuridis (Harsono
2003,23). Menguasai secara fisik belum tentu menguasai secara yuridis dan
begitu juga sebaliknya. Penguasaan dan pemilikan atas tanah di Indonesia
menimbulkan sengketa penguasaan tanah yang salah satunya terutama oleh
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di mana hal ini berkaitan dengan
inventarisasi aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) karena tanah tidak
terfungsikan ataupun nonaktif (Zein 2000, 3). Dalam penyelenggaraannya,
perkeretapian di seluruh Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu
perkeretaapian aktif dan nonaktif. Perkeretaapian aktif apabila segala sarana
dan prasarana serta fasilitas penunjang kereta api digunakan dan dimanfaatkan
dalam mencapai tujuan penyelenggaraan perkeretaapian. Perkeretaapian
nonaktif apabila sarana dan prasarana kereta api sudah tidak digunakan lagi
sebagaimana peruntukan semula (Zein 2000, 4).

Tanah-tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada daerah aktif
dimasukkan dalam aset milik PT. KAI sedang daerah perkeretaapian nonaktif
secara hukum belum diatur lebih lanjut. Inventarisasi aset oleh PT. KAI dibagi
menjadi 2 (dua), yakni Staatspoorwegeen (SS)! dan Nederland Indische

Spoorwegeen (NIS)?. Untuk Staatspoorweegen (SS) merupakan aset yang

1 Staatspoorwegen (SS) dengan nama lengkap Staatspoor-en-Tramwegen in Nederlandsch-Indiee
adalah nama sebuah perusahaan kereta api di Hindia Belanda. Perusahaan ini merupakan
Perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Hindia Belanda dan dibestemingkan yakni menjadi
Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI), pendahulu PT. Kereta Api Indonesia.

Naamlooze Vennootschap Nederlands(ch)-Indische Spoorweg Maatschappij adalah salah

satu perusahaan kereta api di Hindia Belanda yang sering disingkat dengan NIS. Awalnya,
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https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_kereta_api_di_Hindia_Belanda

dibeli untuk masing-masing perusahaan berdasarkan grondkaart sedang
Nederland Indische Spoorwegeen (NIS) merupakan aset yang diambil alih oleh
Pemerintah. Kedudukan kedua perusahaan kereta api ini masih multitafsir di
masyarakat.

Sedang menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan. Pengertian ini lebih menekankan kepada pemilikan bukan definisi
hakikat BUMN. Macam-macam bentuk badan usaha menurut UU ini adalah
Persero, Perum® dan Persero Terbuka®. Persero adalah BUMN yang berbentuk
perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham seluruh atau paling
sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik
Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (Pasal 1 butir 4
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003).

Dari periode awal PT. KAI (Persero) dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1992 tentang Perkeretaapian menyebutkan bahwa penyelenggaraan
perkeretaapian dimonopoli olen PT. KAI (Persero). Terjadinya perubahan
dalam penyelenggaraan perkeretaapian dari muncul Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dengan pencabutan kewenangan

monopoli dan peluang dilakukan privatisasi® akan tetapi pada kenyataan 13

perusahaan swasta ini melayani kereta apidi daerah Jawa Tengah dan Ngayogyakarta
Hadiningrat (kini DIY) juga Batavia. Pesaingnya adalah Staatspoorwegen yang dibentuk oleh
Departemen Urusan Koloni Hindia Belanda. Kantor pusat NIS ada di Kota Semarang, sekarang
menjadi Lawang Sewu.

3 Perusahaan Umum (PERUM) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak
terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003)

4 Perusahaan Perseroan Terbuka yang selanjutnya disebut Persero Terbuka adalah Persero yang
modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan
penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ( Pasal 1
butir 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003)

> proses, cara, perbuatan milik negara menjadi milik perseorangan atau swastanisasi yang berarti
proses peralihan produksi barang dan jasa dari sektor pemerintah ke sektor swasta


https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_api
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Ngayogyakarta_Hadiningrat
https://id.wikipedia.org/wiki/Ngayogyakarta_Hadiningrat
https://id.wikipedia.org/wiki/DIY
https://id.wikipedia.org/wiki/Staatsspoorwegen
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Lawang_Sewu

tahun semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian berdasarkan anggaran dasar PT KAI (Persero) dan laporan
tahunan (annual report) PT. KAI (Persero) masih sepenuhnya dimiliki oleh
negara. (Heliana K 2013,23. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa aset PT. Kereta Api
Indonesia tetap menjadi milik PT. Kereta Api Indonesia dan pengguna barang
atau kuasa pengguna maupun menatausahakan barang milik negara dan/atau
daerah yang berada dalam penguasaan PT. Kereta Api wajib dikelola dengan
sebaik-baiknya.

Pelaksanaan konversi hak penguasaan tanah menurut Kketentuan
Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 jo Peraturan Menteri Agraria
Nomor 1 Tahun 1966 mengatur mengenai hak penguasaan tanah apabila
dikuasai oleh instansi pemerintah dikonversi menjadi Hak Pakai untuk
kepentingan sendiri dan konversi menjadi hak pengelolaan apabila di samping
digunakan untuk kepentingan sendiri, dimaksudkan juga untuk diberikan
kepada masyarakat (Fitri Adi 2004,2). Namun, dalam pemberian hak atas
tanah kepada pihak ketiga menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor
9 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan tata cara pemberian dan
pembatalan hak atas tanah negara dan pengelolaannya, tetap harus
mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan sebagai pengelolaan
kekayaan negara dan ditegaskan bahwa pengurusan tanah-tanah negara, yang
merupakan kekayaan negara secara yuridis administratif penguasaannya
berada di bawah wewenang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional, sedangkan secara fisik penggunaannya berada di bawah
pengurusan suatu departemen dan/atau Lembaga yang memerlukan koordinasi
dalam penanganannya (Sumardjono 2006,63)

Adanya tanah PT. Kereta Api nonaktif dikarenakan beberapa hal, antara
lain tidak sesuai dengan perencanaan, perkembangan zaman, kurang
memadainya kondisi geografis objek sehingga mengakibatkan sarana
transportasi kereta api tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya. Salah
satu daerah dimana tanah maupun jalur kereta apinya menjadi lintas nonaktif
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adalah di Kota Semarang terutama Kampung Kebunharjo dan Kelurahan
Kemijen. Dua daerah tersebut merupakan dua daerah yang seluruh wilayahnya
termasuk dalam area grondkaart dan merupakan tanah nonaktif milik PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) (komunikasi pribadi dengan Bapak Radiyanto
selaku Kasi PMPP Kantah Kota Semarang, 15 Januari 2020).

Kondisi tanah-tanah kereta api yang nonaktif ini menimbulkan keinginan
masyarakat untuk menempati dan menguasai tanah tersebut sehingga pada
masyarakat kampung Kebunharjo seluruhnya telah diterbitkan Hak Milik atas
masyarakat oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dan untuk PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) mempunyai Hak Pakai atas tanah tersebut dimana Hak
Milik tidak berdiri di atas Hak Pakai. Kondisi yang berbeda dialami oleh
masyarakat di Kelurahan Kemijen dimana sudah terdapat 2.501 sertipikat Hak
Milik atas nama masyarakat dari total luas area grondkaart di seluruh wilayah
Kelurahan Kemijen yang memiliki luas 72 Ha. Dari keseluruhan luas
Kelurahan Kemijen baru terbit Hak Pakai dengan luas 11 Ha, dan 600 bidang
yang dikuasai oleh masyarakat belum terdaftar. Problema dimulai ketika PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) hendak menginventarisir aset-asetnya setelah
melakukan pelunasan pada tahun 2015 dan masyarakat telah menguasai tanah
tersebut turun-temurun.

Permasalahan sengketa penguasaan tanah berdasar grondkaart PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) di Pengadilan sebagian dimenangkan bukti
pemilikannya oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan alat bukti
grondkaart. Sebagai contoh pembatalan 50 (lima puluh) sertipikat Hak Milik
kampung Kebunharjo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor
176/K/TUN/2018 dan pembatalan 6 (enam) sertipikat Hak Milik Kampung
Bangunharjo  berdasarkan = Putusan =~ Mahkamah  Agung  Nomor
241/K/TUN/2018. Dalam putusan tersebut memutuskan 56 (lima puluh enam)
sertipikat hak milik tersebut dibatalkan karena menjadi objek reaktivasi jalur
kereta api yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Mas dan Stasiun

Semarang Tawang. Mengacu pada Putusan Nomor 227/Pdt.G/2016/PN.Smg



grondkaart diakui menurut UUPA dan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (IGA Gangga Santi dkk. 2017).

Uraian di atas yang menjadi permasalahan panjang baik bagi masyarakat
maupun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) serta Pemerintah Kota untuk dapat
menyelesaikan status hak penguasaan dan pemilikan atas tanah PT. Kereta Api
di Kota Semarang untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban hidup
berbangsa dan bernegara. Bertolak pada uraian di atas, maka peneliti akan
melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul “Kajian
Grondkaart Sebagai Alat Bukti dan/ Alas Hak Atas Tanah di Kota Semarang”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, penulis mengajukan satu
persoalan pokok dalam kajian ini yakni, “masyarakat telah menguasai dan
memiliki bidang tanah dengan bukti penguasaan berupa sertipikat hak milik
dan atas objek bidang tanah yang sama PT. Kereta Api melakukan
inventarisasi aset BUMN dan mengklaim pemilikan dan/atau penguasaan atas
bidang tanah tersebut berdasar grondkaart”. Untuk mengawalinya diperlukan
kesepahaman mengenai kedudukan grondkaart serta bagaimana akibat hukum
apabila grondkaart menjadi alat bukti alas hak pemilikan dan/atau penguasaan
atas tanah, sehingga kajian mengenai grondkaart dapat membuka cakrawala
mengenai alat bukti pemilikan dan/atau penguasaan atas tanah. Untuk
membantu menjelaskan persoalan pokok di atas, beberapa pertanyaan kunci
perlu penulis ajukan untuk membantu menjelaskan lebih jauh, yaitu:
1. Apa kedudukan grondkaart ditinjau dari peraturan perundang-undangan di
Kota Semarang?
2. Mengapa grondkaart digunakan sebagai alat bukti dan/atau alas hak atas
tanah di Kota Semarang?
3. Bagaimana konsekuensi hukum grondkaart sebagai alat bukti dan/atua alas

hak atas tanah di Kota Semarang?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Penelitian ini bertujuan untuk:

a) Memberikan informasi mengenai kedudukan grondkaart terhadap
UUPA maupun Peraturan perundang-undangan yang lain dalam hal
penguasaan dan/ pemilikan hak atas tanah maupun di Peradilan.
Harapannya dapat menjadi jembatan dalam mencari solusi atas
permasalahan klaim penguasaan dan/ pemilikan hak atas tanah yang
dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia.

b) Menunjukkan alasan digunakannya grondkaart sebagai alat bukti dan/
alas hak atas tanah. Harapannya dapat menjadi rujukan dalam mencari
solusi atas permasalahan klaim penguasaan dan/atau pemilikan atas
tanah yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia.

c) Menjelaskan konsekuensi hukum grondkaart sebagai alat bukti dan/ alas
hak atas tanah berdasarkan teori pembuktian. Harapannya masyarakat
dapat menggunakan prinsip kehati-hatian dalam penguasaan dan/atau
pemilikan atas tanah.

d) Membuat evaluasi terhadap penerbitan sertipikat baik sistematik maupun
sporadik.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara
akademis maupun praktis, yaitu:

a) Kegunaan akademis, yaitu memperluas pengetahuan yang berkaitan
dengan isu grondkaart menjadi salah satu bukti pemilikan tanah PT.
Kereta Api Indonesia yang sedang gencar diinventarisir oleh
Kementerian BUMN.

b) Kegunaan sosial, yaitu menjadi gambaran realitas di lapangan mengenai
kondisi yang dihadapi masyarakat dalam mengajukan permohonan
peralihan terhadap hak atas tanah yang diklaim oleh PT. Kereta Api

Indonesia beralaskan grondkaart.



c) Kegunaan praktis, yaitu menjadi bahan masukan bagi Kementerian
ATR/BPN mengenai solusi dalam permasalahan penguasaan dan/atau

pemilikan atas tanah berdasar grondkaart oleh PT. Kereta Api Indonesia.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Kedudukan grondkaart multitafsir di berbagai pihak seperti PT.KAI
(Persero), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, maupun
masyarakat. Grondkaart merupakan peta penguasaan tanah pada zaman
pemerintahan Kolonial Belanda yang dibuat oleh lembaga yang
berwenang dan digunakan sebagai klaim penguasaan dan pemilikan oleh
PT. KAI (Persero). Dalam peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan tidak memuat frasa mengenai grondkaart sebagai alat bukti
dan alas hak. Grondkaart sebagai alat bukti penguasaan dan pemilikan
atas tanah memenuhi syarat legalitas sebagai pengganti surat tanda bukti
hak atas tanah dan berdasar pada Staatblaad 1911 dan Staatblad 1940
sebelum dikeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1960. Kondisi masa Kini,
grondkaart menjadi alas hak penguasaan atas tanah dan menjadi alat bukti
pendukung di Pengadilan.

Perbedaan pemahaman mengenai grondkaart sebagai alat bukti atau
sebagai alas hak terjadi di berbagai kalangan. Grondkaart merupakan alat
bukti penguasaan dan/ pemilikan atas tanah berdasar Besluit Van
Governoor Jendral Nomor 7 Tahun 1895 dan PP Nomor 8 Tahun 1953.
Setelah UUPA, grondkaart seharusnya dikonversi menjadi HP atau HPL
berdasar PMA Nomor 9 Tahun 1965. Karena PMA Nomor 9 Tahun 1965
telah dicabut diganti dengan PerKABPN Nomor 10 Tahun 2014 maka
grondkaart melalui proses pemberian hak untuk penerbitan sertipikat hak
atas tanah. Berdasar metode penafsiran historis tidak ditemukan adanya
peraturan perundang-undangan yang mengatur grondkaart baik sebagai
alat bukti maupun alas hak. Dengan menggunakan metode penafsiran
ekstensif maka grondkaart sebagai alat bukti dan alas hak atas tanah di

Kota Semarang berdasarkan konstruksi hukum yang dibangun oleh
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Majelis Hakim di pengadilan dan proses penerbitan sertipikat atas tanah
melalui proses pemberian hak.

3. Grondkaart diakui menjadi salah satu bukti penguasaan dan pemilikan
atas tanah oleh PT. KAI (Persero) di Pengadilan. Sejatinya, konsekuensi
hukum grondkaart sebagai alas hak atas tanah di Kota Semarang apabila
dilakukan penguasaan secara fisik maka penerbitan sertipikat dapat
dilakukan. Akan tetapi apabila penguasaan secara fisik tidak dapat
dibuktikan serta dikuatkan dengan adanya pihak lain baik perorangan
maupun badan hukum yang memiliki atas objek bidang tanah yang sama
maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap bukti penguasaan dan
pemilikan atas tanah tersebut melalui putusan pengadilan. Konsekuensi
hukum grondkaart sebagai alat bukti di Pengadilan yakni diakuinya
grondkaart sebagai alat bukti formil yang memenuhi syarat alat bukti
dalam bentuk bukti tertulis sebagaimana teori pembuktian dan Pasal 1866
KUH Perdata.

B. Saran

Saran yang dapat Peneliti berikan sebagai bahan masukan sebagai berikut:
1. Bagi Kementerian ATR/BPN, perlu dirancang suatu peraturan perundangan

secara khusus mengenai kedudukan mengenai grondkaart secara lebih
mendetail dapat berupa peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri
ATR/BPN. Alangkah lebih baik ini perlu dimasukkan ke dalam Rancangan
Undang-Undang Pertanahan yang sedang dipersiapkan.

2. Bagi Kantor Pertanahan perlu dioptimalkan dalam penertiban penyimpanan
buku tanah dan dokumen pendukung lainnya dalam penerbitan suatu hak
atas tanah bidang tanah sehingga tidak terjadi kealpaan yang menimbulkan
permasalahan mengenai tumpang tindih kepemilikan atas suatu objek
bidang tanah di kemudian hari.

3. Bagi PT. KAI (Persero), dalam upaya menertibkan aset yang dimilikinya di
kemudian hari dapat mempertimbangkan aspek-aspek psikologis dan sosial

kepada masyarakat yang dapat menghasilkan win-win solution sehingga
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konflik atas sengketa kepemilikan tanah dapat dikurangi serta PT. KAI
(Persero) bisa melakukan perjanjian kerjasama dalam pengurusan sertipikat
untuk aset-asetnya sehingga dapat mengurangi biaya terhadap pihak ketiga.
. Bagi masyarakat, perlu diberikan pemahaman mengenai kesadaran untuk
fungsi sosial demi kepentingan umum sehingga mengurangi adanya
kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan yang dapat menambah

tingginya konflik atas sengketa kepemilikan tanah.
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